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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sewa Menyewa (Ijarah) 

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang 

mana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk memberi 

manfaat atau kegunaan dari suatu barang kepada pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan 

dengan suatu harga pembayaran yang telah disepakati 

oleh kedua pihak tersebut sebelumnya. Definisi tersebut 

berdasarkan isi dari pasal 1548 B.W. mengenai 

perjanjian sewa menyewa. 

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli 

dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah 

suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan 

mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai 

unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. 

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan 

barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, 

sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah 

membayar “harga sewa”. Jadi, barang diserahkan tidak 

untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi 

hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. 

Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat 

menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang 

disewa itu.
1
 

Pengertian sewa menyewa menurut Islam dikenal 

dengan istilah Ijarah atau Al-Ijarah yang berasal dari 

kata al Ajru yang berarti Al ‘Iwadhu atau berarti ganti, 

dalam pengertian syara’ Al Ijarah adalah suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian.
2
 

Dalam bahasa Arab sewa menyewa dikenal 

dengan al-ijarah yang diartikan sebagai suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian 

                                                           
1
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2
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah ke-13, (Bandung : Al-Ma’arif, 1997), 
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sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim 

ijarah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk 

masa tertentu dengan harga tertentu.
3
 

Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dengan 

pengertian menurut KUHPerdata mempunyai unsur 

kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa 

pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas 

menentukan jangka waktunya. Dengan demikian setiap 

perjanjian sewa menyewa harus ditentukan jangka 

waktu yang tegas. Hal ini penting mengingat salah satu 

sifat dari sewa menyewa adalah bahwa sewa menyewa 

tidak bisa diputuskan oleh jual beli atau peralihan pihak 

lainnya, seperti hibah dan warisan. Sehingga 

kemungkinan jika pihak yang menyewakan bermaksud 

menjual barang miliknya akan mengalami kesulitan. 

Di dalam hukum Islam istilah orang yang 

menyewakan dikenal dengan istilah mukjir, sedangkan 

orang yang menyewa diistilahkan dengan musta’jir, 

serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat 

barang disebut ujrah. 

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)  
Dasar Hukum mengenai sewa menyewa dalam 

hukum Islam terdapat di dalam ketentuan Al-Qur’an 

Surah At-Talaq ayat 6 yang artinya sebagai berikut : 

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدكُِمۡ وَلََ تُضَارُّٓوهُنَّ لتُِضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنََّّۚ 
لوَِ    ُ  لَهُنََّّۚ فإَِۡ  أرَۡضَعۡنَ لَكُمۡ  ٖ َّ أوُْلََٰتِ حََۡ فَأنَفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَََّّٰ يَضَعۡنَ حََۡ

نَكُم بِعَۡرُو  َٔ‍َ  َ  تََِرُواْ بَ ي ۡ
ۡ
ۖ  وَِ   تَ عَاسَرۡتُُۡ فَسَتُ رۡضِعُ لَهُۥٓ ٖاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأ

  ٦أُخۡرَىَٰ 
 

Artinya : ” Tempatkanlah mereka (para istri) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika 

mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu 

                                                           
3
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sedang hamil, maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu maka 

berikanlah imbalannya kepada mereka; 

dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan, maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya.”.
4
 

 

Dengan demikian menyewakan pohon untuk 

dimanfaatkan buahnya tidak sah, termasuk pula 

menyewakan sapi atau domba untuk diambil susunya. 

Hal ini logis mengingat obyek dari perjanjian sewa 

menyewa adalah manfaat atas suatu barang, bukan 

kepemilikan atas suatu barang. Yang lebih pas dalam 

konteks ini hendaknya dengan menggunakan perjanjian 

jual-beli. 

Mengenai ijarah ini juga sudah mendapatkan 

ijma’ ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk 

membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian 

sewa menyewa. Tentu saja kontra prestasi terhadap 

uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang 

ada di dalam masyarakat. Dan mengingat untuk saat ini, 

yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa berupa 

barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, 

misalnya tanah atau bangunan maka besarnya uang 

sewa seharusnya sudah ditentukan di awal perjanjian 

disertai dengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa 

tersebut.
5
 

Berdasarkan ijma’ para ulama fiqih sepakat 

bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang 

                                                           
4
Alquran, At-Talaq ayat 6, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta : 

Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 

2001) 
5
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : 
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University Press, 2018), 70-71. 
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ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini. 

jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah 

ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak 

ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Rukun ijarah adalah sighat (ijab kabul), pihak 

pemberi sewa (muajjir), penyewa (musta’jir), dan 

objek akad (upah dan manfaat). Rukun-rukun ini 

diperlukan syarat keabsahannya yaitu : 

a. Sighat akad ijarah harus berupa pernyataan 

kemauan dan niat dua pihak yang melakukan 

kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk 

lain yang equivalen. 

b. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus 

memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam 

hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi 

untuk menggunakan uang, memiliki 

kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada 

kerelaan dari masing-masing pihak. 

c. Objek ijarah adalah manfaat penggunaan asset 

bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat 

harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu 

diperbolehkan oleh syara’. Kemampuan untuk 

memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan 

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 

ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa. 

d. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan 

dibayar penyewa sebagai kompensasi atau 

pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa 

atau upah harus sesuatu yang bernilai dan 

diperbolehkan syara’ serta diketahui jumlahnya 

dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu 

tertentu. Pembayaran sewa atau upah boleh 

berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang 

sama dengan objek kontrak. Kelenturan dalam 

menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan 

dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Jika 

objek ijarah adalah pekerjaan, maka ketika 

pekerjaan selesai dikerjakan, upah segera 

dibayarkan mengingat hadits Nabi riwayat Ibnu 
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Majah diatas dan jika objek ijarah itu manfaat 

barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, 

kecuali bila dalam akad ditentukan lain, 

manfaat barang yang disewakan mengalir 

selama penyewaan berlangsung.
6
 

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, 

bahwa akad sewa menyewa (ijarah) dilakukan 

berdasarkan asas sebagai berikut: 

a. Ikhtiyari / sukarela yaitu setiap akad dilakukan 

atas kehendak para pihak, terhindar dari 

keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak 

atau pihak lain. 

b. Amanah/ menepati janji, setiap akad wajib 

dilaksanakan oleh para pihak sesuai 

kesepakatan yang sudah ditetapkannya. 

c. Ikhtiyati/ kehati-hatian, setiap akad dilakukan 

dengan pertimbangan yang matang dan 

dilakukan dengan cepat dan cermat. 

d. Luzum/ tidak berubah, setiap akad dilakukan 

dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang 

cermat. 

e. Saling menguntungkan, setiap akad yang 

dilakukan untuk memenuhi kepentingan para 

pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi 

dan merugikan salah satu pihak. 

f. Taswiyah / kesetaraan, para pihak dalam setiap 

akad memiliki kedudukan yang setara dan 

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 

g. Transparansi, setiap akad yang dilakukan 

dengan pertanggungjawaban para pihak secara 

terbuka. 

h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai 

dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak 

menjadi beban berlebihan bagi yang 

bersangkutan. 

                                                           
6
 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta : Muhammadiyah University 
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i. Taisir/ kemudahan, setiap akad dilakukan 

dengan cara saling memberi kemudahan kepada 

masing-masing pihak untuk dapat 

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 

j. Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka 

menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung 

unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan 

hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak 

haram.
7
 

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan 

Perjanjian Sewa Menyewa 

Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak 

dan kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi 

oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima 

sewa. 

Pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan 

(mu’jir) yaitu : 

a. Pihak yang menyewakan berhak menerima 

segala harga sewaannya. 

b. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk 

menyerahkan barang yang menjadi objek sewa 

menyewa, karena ia telah mempermilikkan 

manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut. 

c. Pihak yang menyewakan mengizinkan 

pemakaian barang yang disewakan kepada 

orang yang menyewanya. 

d. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan 

barang yang disewakannya, seperti 

memperbaiki kerusakan yang ada pada barang 

sewaan kecuali jika kerusakan tersebut 

ditimbulkan oleh pihak penyewa. 

Kedua, hak dan kewajiban bagi pihak penyewa 

(musta’jir) yaitu : 

a. Penyewa berhak mengambil manfaat dari 

barang sewaannya. 
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b. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian 

sewaannya oleh orang lain, sekalipun tidak 

seizin orang yang menyewakannya. Kecuali di 

waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa 

penggantian itu tidak boleh, maka tidak 

diperbolehkan adanya penggantian pemakai. 

c. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang 

pembayaran sewa sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam perjanjian. 

d. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang 

sewaan. 

e. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-

kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak 

sendiri. 

f. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi 

kerusakan pada barang yang sewaan karena 

kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan 

karena kelalaiannya sendiri.
8
 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Sewa 

Menyewa 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa 

merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak 

yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak 

untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak 

fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian 

timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa 

perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak 

dapat dibatalkan sepihak melainkan harus dengan 

kesepakatan bersama. 

Jika salah satu pihak meninggal dunia, 

perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal 

asalkan benda yang menjadi obyek sewa menyewa 

tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal 

diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila 

terjadi jual beli, karena jual beli tidak memutuskan 

sewa menyewa. 

                                                           
8
 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, 

(Jakarta : Kencana, 2015), 240. 
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Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk 

membatalkan perjanjian (fasakh) sewa menyewa 

adalah : 

a. Terjadinya aib pada barang sewaan, mislanya 

terjadi kerusakan obyek sewa menyewa yang 

disebabkan penggunaan barang sewa oleh 

penyewa tidak sebagaimana mestinya. 

b. Rusaknya barang yang disewakan. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur 

a’laih). 

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. 

e. Adanya uzur, uzur yang dimaksud disini adalah 

suatu halangan sehingga perjanjian tidak 

mungkin dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa 

toko untuk berdagang, kemudian barang 

dagangannya habis terbakar atau dicuri orang 

sehingga bangkrut. Dengan kondisi demikian 

pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian 

sewa menyewa took yang telah diadakan 

sebelumnya. 

Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah akan menjadi 

batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut : 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di 

tangan penyewa. 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti 

ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan 

gedung. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan 

baju yang diupahkan untuk dijahit. 

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan 

sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan 

selesainya pekerjaan. 

e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang 

berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada 

kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti 
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terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang 

dagangan, dan kehabisan modal.
9
 

Imam Mustoha dalam bukunya yang berjudul 

Fiqh Mua’amalah Kontemporer menjelaskan bahwa 

terpenuhinya syarat sah perjanjian sewa, maka 

hubungan hukum akad dianggap sah dan mengikat 

keduanya, yaitu timbul akibat hukum antara keduanya 

dan harus dipenuhi atas kesepakatan bersama. 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad 

dapat berakhir apabila: 

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila 

akad itu mempunyai tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, 

apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat 

dianggap berakhir jika: 

1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-

unsur tipuan salah satu rukun atau 

syaratnya tidak terpenuhi. 

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. 

3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu 

pihak. 

4) Tercapainya tujuan akad itu sampai 

sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal 

dunia.
10

 

Dengan lampaunya waktu sewa, maka 

perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya 

perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban 

bagi para pihak penyewa untuk menyerahkan barang 

yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai 

penyerahan barang ini adalah sebagai berikut : 

a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian 

merupakan barang yang bergerak, maka pihak 

penyewa harus mengembalikan barang itu 

                                                           
9
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 

2010), 284. 
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 Abdul Rahman dkk, Fiqh Muamalat, Cetakan 1, (Jakarta: 

Kencana, 2010). 59. 



20 
 

kepada pihak yang menyewakan/ pemilik, yaitu 

dengan cara menyerahkan langsung bendanya. 

b. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan 

sebagai barang tidak bergerak, maka pihak 

penyewa berkewajiban mengembalikannya 

kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan 

kosong, maksudnya tidak ada harta dari pihak 

penyewa di dalamnya. 

c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa 

menyewa adalah barang yang berwujud tanah, 

maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah 

kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada 

tanaman penyewa diatasnya.
11

 

6. Pengembalian Barang Sewaan 

Menurut Sayyid Sabiq jika akad al-ijarah telah 

berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 

barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang 

dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, 

binatang, dan sejenisnya maka ia wajib 

menyerahkannya langsung kepada pemiliknya. Dan 

jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah 

(barang tidak bergerak) seperti rumah, tanah, dan 

bangunan maka ia berkewajiban menyerahkan kepada 

pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan 

semula. 

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika 

al-ijarah telah berakhir maka penyewa harus 

melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 

mengembalikan untuk menyerah-terimakannya seperti 

barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat 

bahwa setelah berakhirnya masa akad al-ijarah dan 

tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka 

tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.
12
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B. Perjanjian/Perikatan 

1. Pengertian Perikatan 

Perikatan iadalah ihubungan ihukum iyang 

iterjadi idiantara idua iorang i(pihak) iatau ilebih, 

idimana ipihak iyang isatu iberhak iatas iprestasi idan 

ipihak ilainnya iwajib imemenuhi iprestasi, ibegitu 

ijuga isebaliknya.Dalam ibahasa iBelanda iperikatan 

idisebut iVerbintenissenrecht. iNamun, iterdapat 

iperbedaan ipendapat idari ibeberapa iahli ihukum 

idalam imemberikan iistilah ihukum iperikatan. 

iMisalnya iWiryono iProdjodikoro isan iR. iSubekti. 

Menurut iWiryono iProdjodikoro idalam 

ibukunya iAsas-Asas iHukum iPerjanjian, i(bahasa 

iBelanda; ihet iverbintenissenrecht) ijadi, 

iverbintenissenrecht ioleh iWirjono iditerjemahkan 

imenjadi ihukum iperjanjian idan ibukan ihukum 

iperikatan. 

R. iSubekti itidak imenggunakan iistilah ihukum 

iperikatan itetapi imenggunakan iistilah iperikatan 

isesuai idengan ijudul iBuku iIII iKUHPerdata itentang 

iperikatan. iDalam ibukunya iyakni iPokok-Pokok 

iHukum iPerdata, iR. iSubekti imenulis iperkataan 

iperikatan i(verbintenis) imempunyai iarti iyang ilebih 

iluasdari iperkataan iperjanjian, isebab idi idalam iBuku 

iIII iKUHPerdata imemuat itentang iperikatan iyang 

itimbul idari i: 

a. Persetujuan iatau iperjanjian; 

b. Perbuatan iyang imelanggar ihukum; 

c. Pengurusan ikepentingan iorang ilain iyang itidak 

iberdasarkan ipersetujuan i(zaakwaarnemiing). 

Perjanjian idalam ibahasa iBelanda idisebut 

iOvereenkomst isedangkan ihukum iperjanjian idisebut 

iOvereenkomstenrecht. iSementara iitu, ipengertian 

iperikatan ilebih iluas idari iperjanjian, iperikatan idapat 

iterjadi ikarena i: 

a. Perjanjian i(kontrak), idan; 

b. Bukan idari iperjanjian i(dari iundang-undang) 

Perjanjian iadalah iperistiwa idimana ipihak 

iyang isatu iberjanji ikepada ipihak iyang ilain iuntuk 

imelaksanakan isuatu ihal. iDari iperjanjian iini imaka 
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itimbul isuatu iperistiwa iberupa ihubungan ihukum 

iantara ikedua ibelah ipihak. iHubungan ihukum iini 

iyang idinamakan idengan iperikatan. 

Dengan ikata ilain, ihubungan iperikatan idengan 

iperjanjian iadalah iperjanjian iyang imenimbulkan 

iperikatan. iPerjanjian imerupakan isalah isatu isumber 

iyang ipaling ibanyak imenimbulkan iperikatan ikarena 

ihukum iperjanjian imenganut isistim iterbuka. iOleh 

ikarena iitu, isetiap ianggota imasyarakat ibebas iuntuk 

imengadakan iperjanjian.
13

 

2. Perikatan Menurut Hukum Fiqih 

Perikatan idalam ihukum iFiqih iadalah 

i“terisinya idzimmah iseseorang iatau isuatu ipihak 

idengan isuatu ihak iyang iwajib iditunaikannya 

ikepada iorang iatau ipihak ilain”. iDzimmah isecara 

ibahasa imemiliki iarti itanggungan, isedangkan 

isecara iistilah iberarti isuatu iwadah idalam idiri 

isetiap iorang itempat imenampung ihak idan 

ikewajiban. iDalam iredaksi ilain idapat idisimpulkan 

ibahwa iperikatan idalam ihukum iIslam iadalah 

ikeadaan iseseorang iyang idiwajibkan imenurut 

ihukum isyarak iuntuk imelakukan iatau itidak 

imelakukan isesuatu ibagi ikepentingan iorang ilain. 

Seseorang iyang iterdapat ihak iorang ilain 

iyang iwajib idipenuhi ikepada iorang itersebut, imaka 

idikatakan ibahwa idzimmah-nya iberisi isuatu ihak 

iatau ikewajiban. iDalam iarti iterdapat ikewajiban 

ibaginya iyang imenjadi ihak iorang ilain idan iharus 

idilaksanakan iuntuk iorang ilain itersebut. iKetika 

ikewajibannya iyang imenjadi ihak iorang ilain isudah 

iditunaikan imaka idzimmah-nya itelah ikosong iatau 

ibebas.
14

 

                                                           
13

 Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua), 

(Jakarta : Grasindo, 2008), 28-29. 
14

 Mu’adil Faizin, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Lampung 

: Pustaka Warga, 2020), 31-32. 
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3. Dasar Hukum Perikatan 

Dasar ihukum iperikatan iberdasarkan 

iKUHPerdata iterdapat idua isumber iyakni isebagai 

iberikut i: 

a. Perikatan iyang itimbul idari ipersetujuan 

i(perjanjian); 

b. Perikatan iyang itimbul idari iundang-undang; 

Perikatan iyang itimbul idari iundang-undang 

idapat idibagi imenjadi idua, iyakni iperikatan iterjadi 

ikarena iundang-undang isemata idan iperikatan 

iterjadi ikarena iundang-undang iakibat idari 

iperbuatan imanusia. 

a. Perikatan iyang iterjadi ikarena iundang-undang 

isemata, imisalnya ikewajiban iorang itua 

iuntuk imemelihara idan imendidik ianak-anak 

iyaitu ihukum ikewarisan. 

b. Perikatan iyang iterjadi ikarena iundang-undang 

iakibat idari iperbuatan imanusia imenurut 

ihukum iterjadi ikarena iperbuatan iyang 

idiperbolehkan i(sah) idan iyang ibertentangan 

idengan ihukum i(tidak isah). 

c. Perikatan iterjadi ibukan iperjanjian, itetapi 

iterjadi ikarena iperbuatan imelanggar ihukum 

i(Onrechtmatige idaad) idan iperwakilan 

isukarela i(zaakwaarneming)
15

 

4. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian 

Asas-asas idalam ihukum iperjanjian idiatur 

idalam iBuku iIII iKUHPerdata, iyakni imenganut 

iasas ikebebasan iberkontrak idan iasas 

ikonsensualisme. 

a. Asas iKebebasan iBerkontrak 

Asas ikebebasan iberkontrak iterlihat idi 

idalam iPasal i1338 iKUHPerdata iyang 

imenyebutkan ibahwa isegala isesuatu 

iperjanjian iyang idibuat iadalah isah ibagi ipara 

ipihak iyang imembuatnya idan iberlaku 

isebagai iundang-undang ibagi imereka iyang 

imembuatnya. 
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 Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi. 29-30. 
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Cara iini idikatakan isistem iterbuka, 

iartinya ibahwa idalam imembuat iperjanjian 

iini ipara ipihak idiperkenankan iuntuk 

imenentukan iisi idari iperjanjiannya idan 

isebagai iundang-undang ibagi imereka isendiri, 

idengan ipembatasan iperjanjian iyang idibuat 

itidak iboleh ibertentangan idengan iketentuan 

iundang-undang, iketertiban iumum, idan 

inorma ikesusilaan. 

b. Asas iKonsensualisme 

Asas iKonsensualisme iartinya ibahwa 

iperjanjian iitu ilahir ipada isaat itercapainya 

ikata isepakat iantara ipara ipihak imengenai 

ihal-hal iyang ipokok idan itidak imemerlukan 

isuatu iformalitas. 

Dengan idemikian, iasas ikonsensualisme 

ilazim idisimpulkan idalm iPasal i1320 iKUHPerdata. 

iUntuk isahnya isuatu iperjanjian idiperlukan iempat 

isyarat, iyakni i: 

a. Kata isepakat iantara ipara ipihak iyang 

imengikatkan idiri 

Kata isepakat iantara ipihak iyang 

imengikatkan idiri, iyakni ipara ipihak iyang 

imengadakan iperjanjian iharus isaling isetuju 

idalam ihal iyang ipokok idari iperjanjian iyang 

iakan idiadakan itersebut. iKata isepakat 

itersebut idapat idibatalkan ijika iterdapat 

iunsur-unsur ipenipuan, ipaksaan, idan 

ikekhilafan iatau ididapatkan idari ihasil 

ipenipuan. 

b. Cakap iuntuk imembuat isuatu iperjanjian 

Cakap iuntuk imembuat isuatu 

iperjanjian iartinya ibahwa ipara ipihak iharus 

icakap imenurut ihukum iyaitu itelah idewasa 

i(berusia i21 itahun) idan itidak idibawah 

ipengampuan. 

c. Mengenai isuatu ihal itertentu 

Mengenai isuatu ihal itertentu, iartinya 

iapa iyang iakan idiperjanjikan iharus ijelas 

idan iterinci i(jenis, ijumlah idan iharga) iatau 
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iketerangan iterhadap iobjek, idiketahui ihak 

idan ikewajiban itiap-tiap ipihak isehingga 

itidak iakan iterjadi isuatu iperselisihan iantara 

ipara ipihak. 

d. Suatu isebab iyang ihalal 

Suatu isebab iyang ihalal, iartinya iisi 

idari iperjanjianitu iharus imempunyai itujuan 

i(causa) iyang idiperbolehkan ioleh iundang-

undang, ikesusilaan, iatau iketertiban iumum. 

Dengan ikata ilain, idua isyarat iyang ipertama 

idinamakan isyarat-syarat isubjektif, iyakni ijika 

isalah isatu ipihak itidak idipenuhi imaka ipihak iyang 

ilain idapat imeminta ipembatalan i(cancelling).Jika 

idilihat idari isyarat-syarat isahnya isuatu iperjanjian 

imaka idapat idibedakan imenjadi idua ibagian idari 

isuatu iperjanjian iyaitu i: 

a. Bagian iInti i(Essensial) 

Bagian iinti i(essensial) iadalah ibagian 

iyang isifatnya iharus iada idi idalam 

iperjanjian. iJadi, isifat iini iyang imenentukan 

iatau imenyebabkan iperjanjian iitu itercipta. 

b. Bagian iBukan iInti 

Bagian ibukan iinti iterdiri idari inaturalia 

idan iaksidentialia. iNaturalia iadalah isifat 

iyang idibawa ioleh iperjanjian isehingga 

isecara idiam-diam imelekat ipada iperjanjian, 

iseperti imenjamin itidak iada icacat idalam 

ibenda iyang iakan idijual. iSementara 

iaksidentialia iadalah isifat imelekat ipada 

iperjanjian iyang isecara itegas idiperjanjikan 

ioleh ipara ipihak. 

Akibat idari iterjadinya iperjanjian imaka 

iundang-undang imenentukan ibahwa 

iperjanjian iyang isah iberkekuatan isebagai 

iundang-undang. iOleh ikarena iitu isemua 

ipersetujuan iyang idibuat isecara isah idan 

iberlaku isebagai iundang-undang ibagi imereka 

iyang imembuatnya. iHal iini isesuai idengan 

iasas ikepribadian ibahwa iperjanjian ihanya 

imengikat ibagi ipara ipihak iyang 
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imembuatnya, ikecuali ijika iperjanjian iitu 

iuntuk ikepentingan ipihak iketiga i(barden 

ibeding) iyang idiatur idalam iPasal i1318 

iKUPerdata.
16

 

5. Hapusnya Perikatan 

Perikatan ibisa idihapus ijika imemenuhi 

ikriteria-kriteria isesuai idengan iPasal i1381 

iKUHPerdata. iAda i10 i(sepuluh) icara ipenghapusan 

isuatu iperikatan iyakni isebagai iberikut i: 

a. Pembayaran imerupakan isetiap ipemenuhan 

iperjanjian isecara isukarela; 

b. Penawaran ipembayaran itunai idiikuti idengan 

ipenyimpulan iatau ipenitipan; 

c. Pembaharuan iutang; 

d. Kompensasi iutang; 

e. Percampuran iutang; 

f. Pembebasan iutang; 

g. Musnahnya ibarang iyang iterutang 

h. Batal/pembatalan; 

i. Berlakunya isuatu isyarat ibatal; 

j. Lewat iwaktunya.
17

 

 

C. Wanprestasi 

1. Pengertian Prestasi idan Wanprestasi 

Menurut iJ. iSatrio i“berprestasi” iadalah 

iberprestasi idengan ibaik idan ijika iprestasi iitu 

idiperjanjikan imaka iberprestasilah isebagaimana 

iyang idiperjanjikan.
18

 

Sedangkan iRidwan iKhairandy 

imendefinisikan ibahwa iprestasi isebagaimana 

ipemenuhan ikewajiban-kewajiban iyang itimbul idari 

ihubungan iperjanjian. iDalam ihal iini, iyang 

idimaksud idengan ikewajiban iitu iadalah ikewajiban 

ikontraktual. iKewajiban ikontraktual iini idapat 

iberasal idari iperaturan iperundang-undangan, 

                                                           
16

 Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, 30-32. 
17

 Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, 36-37. 
18

 Satrio, Wanprestasi : Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan 

Yurisprudensi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, 47. 
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iperjanjian iyang idibuat ioleh ikedua ibelah ipihak, 

ikepatutan idan ikebiasaan. 

Dari idefinisi idiatas, idapat idisimpulkan 

ibahwa iprestasi iadalah isuatu ikewajiban iyang 

idiperjanjikan ioleh ipara ipihak. iDalam iperjanjian 

iini ibersifat itimbal ibalik iseperti iperjanjian ijual-

beli, ikewajiban idipikul ioleh ipara ipihak. 

iKewajiban ipenjual idalam iperjanjian ijual ibeli 

iyaitu imenyerahkan ibarang iyang idijualnya ikepada 

ipembeli. 

Ingkar ijanji, icedera ijanji, iatau iwanprestasi 

iadalah isalah isatu iatau ikedua ibelah ipihak iyang 

iterikat idalam isuatu iperjanjian itidak imelaksanakan 

ikewajiban iatau iprestasi isesuai iyang itertulis idalam 

iperjanjian iyang itelah idisepakati. 

Wanprestasi imenurut iRidwan iKhairandy 

iadalah isuatu ikondisi idimana idebitor itidak 

imenjalankan ikewajibannya iyang itelah iditentukan 

idalam iperjanjian. iSelain itidak imenjalankan 

ikewajiban iyang itelah iditentukan idalam iperjanjian, 

iwanprestasi idapat ijuga iterjadi idimana idebitor 

itidak imenjalankan ikewajibannya iyang itelah 

iditentukan idalam iundang-undang. 

Sri iSoedewi iMasjchoen iSofwan 

imendefinisikan iwanprestasi iadalah ihal idimana 

itidak imemenuhi isuatu iperutangan i(perikatan). 

iBerdasarkan isifatnya, iwanprestasi imempunyai idua 

imacam isifat iyaitu iyang ipertama idapat iterdiri iatas 

ihal ibahwa iprestasi iitu imemang idilakukan inamun 

itidak isecara isepatutnya. iYang ikedua, iprestasi iitu 

itidak idilakukan ipada iwaktu iyang itepat. 

Salim iH. iS. imengartikan iwanprestasi iadalah 

itidak imemenuhi iatau ilalai imelaksanakan 

ikewajiban isebagaimana iyang iditentukan idalam 

iperjanjian iyang idibuat iantara ikreditor idan 

idebitor.
19

 

                                                           
19

 Salim H. S, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan 

Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 98. 
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2. Wanprestasi Menurut Hukum Fiqih 

Hukum iFiqih imemiliki iketentuan iyang 

imendasar idalam imasalah iperikatan idan iperjanjian 

iyaitu idengan imemberi ikebebasan ikepada ipihak-

pihak iyang iterlibat iuntuk imengambil ibentuk idari 

imacam-macam iakad iyang idipilihnya. iUntuk iini 

isegala imacam icara iyang imenunjukkan iadanya 

iijab idan iqabul isudah idapat idianggap iakad, idan 

iakad iini imemiliki ipengaruh iselama 

idiselenggarakan ioleh imereka idan imemenuhi 

ipersyaratan ipenyelenggaraannya. 

Kelalaian ihukum Fiqih idalam imemenuhi 

ikewajiban iuntuk imemberikan ihak iorang ilain 

itergolong iperbuatan iyang idilarang, idimana 

isebelumnya itelah idiketahui iadanya isuatu 

iperjanjian idiantara imereka, imaka iselanjutnya ibagi 

imereka iyang imelakukan ipelanggaran/cidera ijanji 

ikarena itidak imelakukan iprestasinya imaka 

idikenakan isanksi ikepadanya iberupa ipembayaran 

iganti irugi ikepada ipihak ikreditur, idan iatau 

ipenahanan iyang imenjadi ihak imiliknya isebagai 

isuatu ijaminan idari isejumlahyang idijanjikannya. 

Hukum iFiqih ibagi imereka iyang imelakukan 

iwanprestasi idengan iadanya iunsur isengaja, imaka 

ibaginya idiberikan ipredikat imunafiq, iyaitu ibahwa 

imereka iini itidak imelakukan iatau itidak imemenuhi 

iamanat iyang idibebankan ikepadanya. iDemikianlah 

iketentuan iyang imendasar iyang iterdapat idalam 

ihukum iFiqih imengenai iwanprestasi, idimana 

iperistiwa ihukum isemacam iini imerupakan isuatu 

ibentuk ipelanggaran ijika imemang idilakukan 

idengan iunsur ikesengajaan.
20

 

Menurut iKompilasi iHukum iEkonomi 

iSyariah i(KHES) iPasal i36 idijelaskan ibahwa ipihak 
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 Yuni Harlina, dkk. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi 

(Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat 

Kepemilikan Pembelian Rumah”, Hukum Islam, Vol XVII, No. 1 Juni 

(2017) : 12-15. 
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idapat idianggap imelakukan iingkar ijanji, iapabila 

ikarena ikesalahannya i: 

a. Tidak imelakukan iapa iyang 

idijanjikannya, 

b. Melakukan iapa iyang itelah idijanjikannya, 

itetapi itidak isebagaimana iyang 

idijanjikannya. 

c. Melakukan iapa iyang itelah idijanjikannya, 

itetapi iterlambat, iatau 

d. Melakukan isesuatu iyang imenurut 

iperjanjian itidak iboleh idilakukan.
21

 

Kompilasi iHukum iEkonomi iSyariah i(KHES) 

iPasal i37 iberisi ibahwa i“Pihak idalam iakad 

imelakukan iingkar ijanji, iapabila idengan isurat 

iperintah iatau idengan isebuah iakta isejenis iitu 

idinyatakan iingkar ijanji iatau idemi iperjanjiannya 

isendiri imenetapkan, ibahwa ipihak idalam iakad 

iharus idianggap iingkar ijanji idengan ilewatnya 

iwaktu iyang idilakukan”.
22

 

Menurut ihukum iIslam, iAda ibeberapa 

iprinsip iyang iperlu idipegang iteguh idalam 

ipenyelesaian isengketa iekonomi isyariah 

idiantaranya i: i 

1) Prinsip iPerdamaian i(Sulhu) 

Perdamaian iadalah iprinsip iutama idari 

isegala ipenyelesaian. iUntuk imencapai ihakikat 

iperdamaian, iprinsip iutama iyang iperlu 

idikedepankan iadalah ikesadaran ipara ipihak 

iuntuk ikembali ikepada iAllah iSWT i(Al-

Qur’an) idan iRasul-Nya i(As-Sunnah) idalam 

imenyelesaikan isegala ipersoalan, isebab isemua 

iakad ididasari iprinsip-prinsip ikeislaman. 

Di idalam iAl-Qur’an isurah iAl-Hujurat 

iayat i10 iditegaskan ioleh iAllah iSWT 

imengenai iperintah iuntuk iorang-orang iyang 

iberiman iagar imendamaikan isesama imuslim. 
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 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36, 26. 
22
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اَ ٱلۡمُؤۡمِنُوَ  ِ خۡوَة   ٓٔفَأَصۡلِحُواْ بَ يَۡۡ أَخَوَيۡكُمَّۡۚ وَٱت َّقُواْ ٱللَََّّ لَعَلَّكُمۡ تُ رۡحََُوَ   ِٞ نََّّ
gaArtinya i: i“Sesungguhnya iorang-orang imu’min 

iitu ibersaudara, ikarena iitu 

idamaikanlah iantara ikedua 

isaudaramu i(yang iberselisih) idan 

ibertaqwalah ikepada iAllah iagar 

ikamu imendapat irahmat.
23

 

 

Upaya idamai itersebut ibiasanya 

iditempuh imelalui imusyawarah i(syura) iuntuk 

imencapai imufakat idiantara ipara ipihak iyang 

iberselisih. iDengan imusyawarah iyang 

imengedepankan iprinsip-prinsip isyariat, 

idiharapkan iapa iyang imenjadi ipersoalan ipara 

ipihak idapat idiselesaikan. 

Di idalam ipenyelesaian isengketa 

iekonomi isyariat idi ipengadilan iagama iyang 

ihal iini itelah idiadopsi imenjadi iasas ibagi 

isetiap ihakim idalam imenyelesaikan iperkara 

iyang idatang ipadanya. iUpaya iperdamaian 

idiatur idalam iPasal i39 iUndang-Undang 

iNomor i1 iTahun i1974 itentang iPerkawinan 

ijo. iPasal i65 idan iPasal i82 iayat i(1) idan i(2) 

iUndang-Undang iNomor i7 iTahun i1989 

itentang iPeradilan iAgama ijo iPasal i115 

iKompilasi iHukum iIslam idan iSurat iEdaran 

iMA iNomor i1 iTahun i2016 itentang iProsedur 

iMediasi idi iPengadilan. 

2) Tahkim 

Untuk imenyelesaikan 

iperkara/perselisihan isecara idamai idalam ihal 

ikeperdataan, iselain idapat idicapai imelalui 

iinisiatif isendiri idari ipara ipihak, ijuga idapat 

idicapai imelalui iketerlibatan ipihak iketiga 

isebagai iwasit i(mediator). iUpaya iini ibiasanya 

iakan iditempuh iapabila ipara ipihak iyang 

                                                           
23
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iberperkara iitu isendiri iternyata itidak imampu i 

imencapai ikesepakatan idamai. 

Dalam iIslam, ilembaga ihukum iatau 

iperwasitan iini iuntuk imenyelesaikan isengketa 

imerupakan isuatu ikebutuhan iumat iatau 

imasyarakat, idimana idengan iadanya 

iperwasitan iini iukhuwah iislamiyah idiantara 

ipihak iyang ibersengketa itetap idijaga idan 

itidak ipecah. iBeda ihalnya idengan 

ipenyelesaian isengketa imelali ijalur ilitigasi 

iatau ipengadilan. 

Institusi iformal iyang ikhusus idibentuk 

iuntuk imenangani iperselisihan/sengketa idisebut 

iarbitrase, iyaitu icara ipenyelesaian isengketa 

iperdata idi iluar iperadilan iumum iyang 

ididasarkan ipada iperjanjian iarbitrase iyang 

idibuat isecara itertulis ioleh ipara ipihak iyang 

ibersengketa.
24

 

Selain imenerapkan iprinsip ipenyelesaian 

isengketa iekonomi isyariat, idalam iperspektif 

ihukum iIslam ijuga iharus imenerapkan iasas iitikad 

ibaik idalam imenyelesaikan isengketa. iAsas iitikad 

ibaik itelah idikenal idalam iperaturan iperundang-

undangan iyang idi idalam iKitab iUndang-Undang 

iPerdata idikenal iempat iasas ipenting iyaitu iasas 

ikebebasan iberkontrak, iasas ipacta isunt iservanda, 

iasas iitikad ibaik idan iasas ikonsensualisme. iKhusus 

imengenai iitikad ibaik imerupakan iprinsip iutama 

idalam ibisnis idan ihukum. 

Hubungan ihukum iyang idibangun iantara 

ipara ipihak iharuslah imemperhatikan inorma-norma 

ikepatutan idan ikeadilan idengan imenjauhkan idiri 

idari iperbuatan iyang imungkin imenimbulkan 

ikerugian ipihak ilain, ikepentingan iumum idan 

ikebiasaan isebagaimana idisebutkan idalam iPasal 

i1339 iKUHPerdata iyang imenyatakan ibahwa isuatu 

ikontrak itidak ihanya imengikat idari iisi ikontrak 
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isemata itetapi ijuga imengikat idengan ihal-hal iyang 

imerupakan ikebiasaan iseperti imenafsirkan ikata-

kata idalam ikontrak/akad idengan ikebiasaan iyang 

iberlaku. 

3. Bentuk – Bentuk Wanprestasi 

Untuk imenetapkan iapakah iseseorang iitu 

itelah imelakukan iwanprestasi idapat idiketahui 

imelalui itiga ikeadaan, iyaitu isebagai iberikuti: 

a. Debitur itidak imemenuhi iprestasi isama isekali. 

Artinya idebitur itidak imemenuhi 

ikewajiban iyang itelah idisanggupinya iuntuk 

idipenuhi idalam isuatu iperjanjian iatau itidak 

imemenuhi ikewajiban iyang iditetapkan 

iundang-undang idalam iperikatan iyang itimbul 

ikarena iundang-undang. 

Debitur iyang itidak imemenuhi iprestasi 

isama isekali ibisa idisebabkan ikarena idebitur 

imemang itidak imau iberprestasi iatau ibisa ijuga 

idisebabkan ikarena imemang itidak imau 

iberprestasi idan ibisa ijuga idisebabkan ikarena 

imemang ikreditur isecara iobjektif itidak 

imungkin iberprestasi ilagi. 

b. Debitur imemenuhi iprestasi, itetapi itidak ibaik 

iatau ikeliru. 

Artinya idebitur imelaksanakan iatau 

imemenuhi iapa iyang idiperjanjikan iatau iapa 

iyang iditentukan ioleh iundang-undang, itetapi 

itidak isebagaimana imestinya imenurut ikualitas 

iyang iditentukan idalam iperjanjian iatau 

imenurut ikualitas iyang iditetapkan ioleh 

iundang-undang. 

Dalam ihal iini, idebitur imenurutnya itelah 

imelaksanakan iprestasinya iakan itetapi 

imenurut ikreditur iprestasi iyang idilaksanakan 

ioleh idebitur itidak isama idengan iyang 

idiperjanjikan. iMeskipun idemikian, idalam 

ikeadaan iini itetap isaja idianggap idebitur 

iwanprestasi ikarena imelakukan isuatu 

ikewajiban itidak isesuai idengan iapa iyang 

idiperjanjikan. 
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c. Debitur imemenuhi iprestasi, itetapi itidak itepat 

ipada iwaktunya i(terlambat) 

Artinya, idebitur imemenuhi iprestasi 

itetapi iterlambat, iwaktu iyang iditetapkan 

idalam iperjanjian itidak iterpenuhi. iArtinya, 

iprestasi iyang idilaksanakan idan iobjek iyang 

idiperjanjikan ibenar, itetapi ipelaksanaannya 

itidak isesuai idengan iwaktu iyang 

idiperjanjikan. iDengan idemikian idebitur iyang 

iseperti iini idapat idikatakan itelah ilalai idan 

iwanprestasi.
25

 

4. Akibat Hukum Wanprestasi 

Akibat-akibat iwanprestasi iberupa ihukuman 

iatau iakibat-akibat ibagi idebitur iyang imelakukan 

iwanprestasi. iAkibat ihukum iwanprestasi idapat 

idigolongkan imenjadi itiga ikategori iyakni i: 

a. Membayar ikerugian iyang ididerita ioleh 

ikreditur i(ganti irugi) 

Ganti irugi isering idiperinci imeliputi itiga 

iunsur, iyaitu i: 

1) Biaya, iadalah isegala ipengeluaran iatau 

ipengongkosan iyang inyata-nyata isudah 

idikeluarkan ioleh isalah isatu ipihak. 

2) Rugi, iadalah isegala ikerugian ikarena 

ikerusakan ibarang-barang ikepunyaan 

ikreditor iyang idiakibatkan ioleh 

ikelalaian idebitur. 

3) Bunga, iadalah ikerugian iyang iberupa 

ikehilangan ikeuntungan iyang isudah 

idibayarkan iatau idihitung ioleh 

ikreditor. 

Fatwa iDewan iSyari’ah iNO. i43/ iDSN- 

iMUI/ iVIII/ i2004 iTentang iGanti iRugi 

imemutuskan ibahwa: 

1) Ganti irugi ihanya iboleh idikenakan iatas 

ipihak iyang idengan isengaja iatau ikarena 

                                                           
25

 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Penemuan dan Kaidah Hukum, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 

113-114. 
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ikelalaian imelakukan isesuatu iyang 

imenyimpang idari iketentuan iakad idan 

imenimbulkan ikerugian ipada ipihak ilain. 

2) Kerugian iyang idapat idikenakan iganti 

irugi isebagaimana idimaksud idalam iayat 

i(1) iadalah ikerugiaan iriil iyang idapat 

idiperhitungkan idengan ijelas. 

3) Kerugian iriil isebagaimana idimaksud 

iayat i(2) iadalah ibiaya-biaya iriil iyang 

idikelauarkan idalam irangka ipenagihan 

ihak iyang iseharusnya idibayarkan. 

4) Besar iganti irugi iadalah isesuai idengan 

inilai ikerugian iriil iyang ipasti idialami 

idalam itransaksi itersebut. 

Pada iprinsipnya iFatwa iUlama idiatas 

imenegaskan ibahwa ikewajiban iganti irugi iadalah 

iseimbang idan isepadan idengan ikerugian iyang 

iditimbulkan idari iakad itersebut.
26

 

b. Pembatalan iperjanjian iatau ipemecahan 

iperjanjian 

Di idalam ipembatasan ituntutan iganti 

irugi itelah idiatur idalam iPasal i1247 idan iPasal 

i1248 iKUHPerdata. iPembatalan iperjanjian 

iatau ipemecahan iperjanjian ibertujuan 

imembawa ikedua ibelah ipihak ikembali ipada 

ikeadaan isebelum iperjanjian idiadakan. iKalau 

isalah isatu ipihak isudah imenerima isesuatu 

idari ipihak iyang ilain, ibaik iuang imaupun 

ibarang imaka iharus idikembalikan isehingga 

iperjanjian iitu iditiadakan. 

c. Peralihan iResiko 

Peralihan iresiko iadalah ikewajiban iuntuk 

imemikul ikerugian ijika iterjadi isuatu iperistiwa 

idiluar ikesalahan isalah isatu ipihak iyang 

imenimpa ibarang idan imenjadi iobjek 

iperjanjian isesuai idengan iPasal i1237 

iKUHPerdata. iOleh ikarena iitu, idalam ihal 

                                                           
26

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 43/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 

Tentang Ganti Rugi 



35 
 

iadanya iperikatan iuntuk imemberikan isuatu 

ibarang itertentu imaka ibarang iitu isemenjak 

iperikatan idilahirkan iadalah iatas itanggungan 

i(risiko) isi iberpiutang i(pihak iyang iberhak 

imenerima ibaarang).
27

 

5. Sanksi Wanprestasi 

Ada ibeberapa iakibat ihukum iataupun isanksi 

iyang idapat iditerima ioleh idebitur iyang itelah 

iwanprestasi, idiantaranya i: 

a. Membayar iganti irugi iyang ididerita ioleh 

ikreditur; 

b. Pembatalan iperjanjian; 

c. Peralihan irisiko; 

d. Membayar ibiaya iperkara iatas ituntutan iyang 

idilayangkan ioleh ikreditur. 

Selain iakibat ihukum iterhadap idebitur idi 

iatas, ikreditur idapat imelakukan ibeberapa ihal 

iterhadap idebitur iyang itelah iwanprestasi, iantara 

ilain i: 

a. Tuntutan ipembatalan iperjanjian; 

b. Tuntutan ipemenuhan iperjanjian; 

c. Tuntutan iganti ikerugian; 

d. Tuntutan ipembatalan idisertai ituntutan iganti 

ikerugian; 

e. Tuntutan iagar idebitur imelaksanakan iperjanjian 

idisertai iganti irugi. 

Dalam ihal ituntutan iganti irugi, ikreditur 

idapat imeminta iganti irugi iyang idideritanya 

ikepada idebitur iakibat ikelalaiannya isebagaimana 

iyang idiatur idalam iPasal i1243-1244 iKUHPerdata. 

iKreditur iberhak imenuntut imeminta iganti irugi 

iberupa ibiaya, ikerugian idan ibunga. iKerugian 

itersebut iterdiri idari idua iunsur iyaitu i: 

a. Kerugian iyang inyata ididerita i(damnum 

iemergens), imeliputi ibiaya idan irugi; idan 

b. Keuntungan iyang itidak idiperoleh i(lucrum 

icessans), imeliputi ibunga. 
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 Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, 33-34. 
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Tuntutan iganti irugi ioleh ikreditur ikepada 

idebitur ibisa isaja idisebabkan ikarena idebitur itidak 

imelaksanakan iprestasinya, iterlambat idan/atau 

imelaksanakan itetapi itidak isebagaimana 

imestinya.
28

 

6. Tuntutan Kreditor Atas Dasar Wanprestasi 

Pasal i1267 iBW isecara itegas imenentukan 

ibahwa ipihak iterhadap isiapa iperikatan itidak 

idipenuhi, idapat imemilih iapakah iia, ijika ihal iitu 

imasih idapat idilakukan, iakan imemaksa ipihak 

iyang ilain iuntuk imemenuhi iperjanjian, iataukah iia 

iakan imenuntut ipembatalan iperjanjian, idisertai 

ipenggantian ibiaya, ikerugian idan ibunga. 

Dari ibunyi idiatas idapat ikita isimpulkan 

ibahwa ijika idebitor iwanprestasi, isehingga ikreditor 

imenderita ikerugian, imaka ikreditor iberhak 

imengajukan ituntutan iberupa i: 

a. Meminta ipelaksanaan iperjanjian, 

b. Meminta iganti irugi, 

c. Meminta ipelaksanaan iperjanjian isekaligus 

imeminta iganti irugi, iatau 

d. Dalam iperjanjian itimbal ibalik, idapat idiminta 

ipembatalan iperjanjian isekaligus imeminta 

iganti irugi. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian itentang ikasus iwanprestasi iyang iterjadi 

ipada iusaha isewa-menyewa imobil itelah ibanyak 

idilakukan ioleh ipara ipeneliti isebelumnya. iDari 

ipenelitian-penelitian iyang itelah iada itersebut, ipenulis 

imembandingkan ireferensi iterkait ipermasalahan iyang 

iakan iditeliti idengan ipenelitian iyang isudah iada 

isehingga iakan iterlihat iperbedaan ipermasalahan idan 

itujuan iyang iingin idicapai ioleh imasing-masing ipihak. i 

 

 

 

                                                           
28

 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Penemuan dan Kaidah Hukum,114-115. 
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E. Kerangka Berpikir 

Kerangka iberpikir idalam ipenelitian ikualitatif 

ibersifat iopsional. iIsinya iadalah itentang ikerangka 

ikonstruk iteoritis iyang imenjadi ipijakan iuntuk 

imengumpulkan idan imenganalisis idata idi ilapangan. 

iKerangka iteori-teori itersebut ikemudian idisusun 

isedemikian irupa isehingga idapat idijadikan iacuan 

idalam imenganalisis ikasus iyang iterjadi idi ilapangan. 

iDalam ihal iini ipeneliti imenggunakan iteori-teori 

itentang ihukum iperikatan iyakni iberupa iperjanjian 

isewa imenyewa iatau iyang idikenal idengan iistilah 

iijarah iyang imengalami isengketa ikasus iwanprestasi idi 

idalamnya. 

Dalam ikegiatan iusaha isewa imenyewa imobil, 

ibaik imenyewa idengan isopir imaupun itanpa isopir 

imengharuskan ipemilik irental imenyerahkan imobil 

iseharga ipuluhan ibahkan iratusan ijuta ibeserta ikuncinya 

ikepada isi ipenyewa idalam ijangka iwaktu itertentu iyang 

isudah idisepakati isebelumnya. iHal itersebut itentu 

imenimbulkan ikekhawatiran ibagi isi ipemilik imobil 

iapabila iterjadi isesuatu ihal iyang itidak idiinginkan iatau 

iterjadi iwanprestasi iselama imobil iberada idalam 

isewaan. 

Hal itersebut ilah iyang ipada iakhirnya imenjadi 

idasar idiadakannya iperjanjian itambahan iantara isi 

ipemilik imobil idengan ipihak ipenyewa, iperjanjian 

itersebut iberupa iperjanjian ipembebanan ijaminan iagar 

ipihak ipenyewa imerasa imemiliki itanggung ijawab 

iterhadap imobil iyang idisewanya ijikalau ipenyewa 

imelakukan iwanprestasi. iBarang ijaminan iharuslah ilebih 

itinggi inilainya idari ipokok imodal iyang idiserahkan 

ikepada ipemilik irental, isehingga iapabila iterjadi 

iwanprestasi ipemilik imobil itidak ikhawatir idengan 

ikerugian iyang iditimbulkan ikarena iadanya ibarang 

ijaminan iyang itelah idiserahkan ipenyewa ikepada 

ipemilik imobil. iDengan idemikian iperjanjian 

ipembebanan ijaminan imerupakan ibagian idari 

iperjanjian ipokok. 
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Tabel 2.2 

Bagan Kerangka Berpikir 
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